BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian terkait Proses Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial

di Kabupaten Manggarai Barat pada Tahun Anggaran 2017-2020 sudah

berjalan dengan baik sesuai ketentuan dari Peraturan Menteri dalam Negeri

Nomor 14 Tahun 2016 tentang pedoman pemberian Hibah dan Bantuan

Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD), namun masih saja terdapat berbagai macam kendala pada setiap

tahapannya diantaranya:

1. Perencanaan yang dilakukan tidak efektif dan efisien, anggaran bantuan
sosial yang ditetapkan terlalu besar dan menyebabkan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran,kemudian anggaran Bansos yang tidak
direncanakan tidak jelas arah peruntukannya.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan pemberian bantuan tidak sepenuhnya
diberikan kepada masyarakat miskin atau yang membutuhkan.

3. Penatausahaan terkait pembukuan sudah berjalan dengan baik sesuai
prosedur membukukan uang dalam pengelolaannya,
melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK).

4. Pengawasan, pengawasan tahun 2020 kurang efektif di karenakan situasi
covidl9, yang menyebabkan semua kegiatan pemerintah daerah

terhambat
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5. Pelaporan dalam tahap ini masih banyak terdapat keterlambatan
masyarakat dalam memasukan laporan pengguna bansos,ini di karenakan
kelalaian penerima manfaat bansos.

6. Pertanggungjawaban,pada tahap ini pihak pengguna/penerima Bansos
telah memberikan pertanggungjawaban dengan melampirkan bukti
kwitansi penggunaan anggaran.

6.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, diharapkan
Pemeberian Bantuan Sosial jangan hanya fokus pada proposal
permohonan Bansos,dikarenakan masih banyak terdapat masyarakat
yang kurang mengerti terkait prosedur penerimaan Bansos.

2. Bagi Badan Pengelola Keuangan Daerah , harus diberikan panduan
kepada pemerintah desa atau kelurahan untuk lebih sering
mensosialisasikan terkait bantuan sosial, dan Pemeritah Desa dapat
membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

3. Bagi Pengguna Bansos, diharapkan dapat memperhatikan batas

pelaporan penggunaan dana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
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